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OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Oleh :
Siti Umi Khayatun Mardiyah
FISE UNY

Abstrak
Pemerintahan desa kepanjangan tangan pemerintah pusat
yang berada di tingkat desa. Dilihat dari sudut pandang struktur
organisasinya, pemerintahan desa tidak memiliki otoritas penuh
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Banyak tugas-tugas yang
- dikerjakan sebatas penuaian tugas bukan atas dasar kesukarelaan.
Tugas sebagai pelayan masyarakat semestinya paling
menonjol sebagai ikon pemerintahan desa. Namun yang terjadi,
tidak jarang dalam melakukan peiayanan, para aparat bertindak
arogan. Kondisi demikian mencerminkan kinerja yang belum
optimal. Kinerja yang dilaksanakan sebatas pengguguran kewajiban
sebagai aparat/pamong desa semata. Kekuarangoptimalan kinerja
~ dapat dipahami mengingat secara finansial pamong desa belum
mendapatkan jaminan kelayakan hidup dari pekerjaanya tersebut.
Rendahnya insentif membuat citra pamong desa dipandang sebelah
mata. Sementara, perekrutan pamong desa yang tidak melalui
seleksi yang ketat membuat kuatitas sumber daya manusia rendanh,
ditambah mekanisme organisasi belum berjalan lancar, membuat
kinerja belum optimal untuk memberikan andil bagi kemajuan desa.
Melihat persoalan tersebut, ada tiga langkah yang dapat
ditempuh untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa. Pertama,
mengupayakan kenaikan tunjangan. Kedua, meningkatkan kualitas
sumber daya manusia pamong desa itu sendiri. Ketiga,
meningkatkan kualitas pengawasan agar mekanisme organisasi
pemerintahan desa lancar.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintahan Desa

Pendahuluan tittk perubahan. Ada hal yang

Keluarnya Undang-Undang menarik tentang pemerintahan
(UU) Nomor 32/ 2004 tentang Peme- desa yang da-lam UU baru
rintahan Daerah membawa sejumlah mengalami perubahan. Salah satu
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pihak yang dirugikan da-lam UU No
32/2004 ini adalah peme-rintahan
desa. Asas tugas perbantuan yang
digunakan berbunyi: "“Tugas per-
bantuan adalah penugasan dari pem-
erintah (pusat) kepada (pemerintah)
daerah dan/atau (pemerintah) desa;,
dari pemerintah provinsi kepada (pe-
merintah) kabupaten/kota dan/atau
(pemerintah) desa; serta dari peme-
rintah kabupaten/kota kepada (peme-
rintah) desa untuk melaksanakan tu-
gas tertentu.” Dengan bunyi tugas
perbantuan seperti itu, sementara per-
soalan-persoalan banyak muncul di
tingkat desa, maka pemerintah desa
berada pada posisi sebagai korban
dari pemerintahan di atasnya. Peme-
rintahan desa ditempatkan pada posi-
si terbawah dalam hierarki pemerin-
tahan, bukan sebagai ujung tcmbak
batnya pemerintahan desa menjadi
pihak yang selalu menerima tugas da-
ri tingkatan pemerintahan diatasnya.
Dengan tugas berat itu, peme-
rintahan desa mengalami proses pe-
nunggangan kepentingan pemerin-
tahan di atasnya. Belum lagi dengan
adanya perubahan Badan Perwa-
kilan Desa menjadi Badan Permu-
syawaratan Desa, menjadikan pro-ses
demokrasi di tingkat desa men-jadi
hilang. Selain itu, Sekretaris Desa
adalah pegawai negeri sipil yang

proses pertanggungjawabannya
mengarah kepada bupati lewat camat.
Dengan status sebagai pegawai

negeri sipil, sekretaris desa adalah
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aparatur pemerintahan pu-sat di
tingkat desa.

Struktur organisasi yang de-
mikian menjadikan pemerintahan
desa tidak memiliki otoritas penuh
terhadap penyelenggaraan peme-
rintahan. Banyak tugas-tugas yang
dikerjakan hanya sebatas penuaian
tugas bukan atas dasar kesuka-
relaan sebagai pelayan masyara-
kat. Tidak jarang dalam melakukan
pelayanan, para aparat bertindak
arogan. Melihat persoalan itulah pe-
merintahan desa diharapkan mam-
pu melaksanakan tugasnya sebagai
pelayan masyarakat (public ser-
vant) secara optimal, mengingat le-
vel inilah seperti yang dikemukakan
di atas memiliki beban vang berat
dalam memberikan pelayanan pub-
lik.

Kondisi Riil
tahan Desa
Masyarakat desa sebagai pi-
hak yang semestinya mendapatkan
pelayanan dari pemerintahan desa
banyak yang merasakan bahwa de-
nyut pemerintahan desa tidak ber-
jalan dengan maksimal. Di sejum-
lah desa, contoh di desa Sumber-
mulyo, aktivitas pemerintahan di-
mulai pukul 08.00 dan hampir
berakhir pukul 12.00. Kalaupun ada
yang masih berjalan sesudah itu,
aktivitas yang mereka lakukan
sama sekali tidak bersentuhan de-
ngan kegiatan pemerintahan. Ada
tiga penyebab hal tersebut terjadi.

Kinerja Pemerin-



Pertama, rendahnya kesejahteraan.
Seperti diketahui bahwa pegawai
pemerintahan desa bukanlah pegawai
negeri, dan hanya digaji dari kas desa
sehingga gaji atau lebih tepat disebut
sebagai kompensasi dari pekerjaan
yang telah dilakukan belum layak/ be-
lum cukup untuk memenuhi kehidu-
pan sehari-hari. Bahkan tak jarang
kompensasi yang diterima di bawah
Upah Minimum Propinsi (UMP) dae-
rah setempat. Tidak bisa disamakan,
akan tetapi dilihat dari kelayakan hi-
dup secara umum belum dapat me-
menuhi standar minimum. Hal ini ba-
nyak berpengaruh terhadap kinerja
pemerintahan desa. Banyak diantara-
nya yang lebih berkonsentrasi pada
sawah milik mereka, yang dianggap
lebih memberikan hasil dari pada gaji
mereka yang tidak seberapa. Kedua,
rendahnya kualitas Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) kepala desa dan pa-
mong desa. Banyak dijumpai, para
pamong desa sebagian sudah tua
dan berpendidikan rendah. Tak jarang
mereka hanya mengenyam pendi-
dikan dasar (SD/SMP). Mereka telah
puluhan tahun mengabdi dan nyaris
tidak pernah mendapatkan pelatihan
bagaimana mengelola pemerintahan
desa. Mereka sulit beradaptasi
dengan teknologi modern, semisal
komputer yang sebenarnya sangat
membantu pekerjaan mereka saat ini,
apalagi dengan internet. Padahal, tek-
nologi tersebut mutlak harus dikuasai
agar ketertiban, kecepatan, dan

.Sama halnya dengan
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kerapian administrasi kantor desa
bisa terwujud.

Ketiga, mekanisme organisa-
si pemerintahan desa kurang ber-
jalan. Dalam banyak hal, sering di-
temui hubungan antara kepala desa
dan sekretaris desa tidak harmonis.
Kepala desa sering bertindak sen-
diri dalam menjalankan roda peme-
rintahan desa. Para kepala urusan
(pemerintahan, pembangunan, ke-
uangan, kesehatan rakyat, -dan
umum) yang secara kelembagaan
merupakan bawahan sekretaris de-
sa dalam praktiknya cenderung le-
bih loyal kepada kepala desa. Aki-
batnya, kepala desa cenderung ti-
dak transparan dalam mengelola
keuangan desa. Dana dari Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah (APBD) dan pungutan dari ma-
syarakat hanya diketahui oleh ke-
pala desa dan kepala urusan ke-
uangan.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Pe-
merintahan Desa

Pemerintahan desa pada ha-
kikatnya merupakan suatu organi-
sasi yang beranggotakan masya-
rakat di tingkat desa. Layvaknya
suatu organisasi, pemerintahan de-
sa juga memiliki kelengkapan struk-
tur untuk menunjang kinerjanya
sebagai lembaga yang memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat.
berbagai
organisasi pemerintahan negara
lainnya, pemerintahan desa perlu
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dikelola berdasarkan prin-sip-prinsip
organisasi yang rasional. Henry Fayol
dalam SP Siagian (2001) menyebut-
kan prinsip-prinsip itu sebagai berikut

1. Pembagian tugas. Pembagian tu-
gas dimaksudkan agar tugas da-
pat terdistribusi secara tuntas
dan didasarkan pada azas fung-
sionalisasi yaitu dengan mene-
tapkan hanya satu instansi yang
secara fungsional bertangung-
jawab atas tugas tertentu.

2. Wewenang dan tanggung jawab.
Dalam menjalankan tugas peme-
rintahan perlu dijaga adanya ke-
seimbangan antara wewenang
dan tanggung jawab yang dibe-
bankan kepada seseorang. Ke-
seimbangan ini penting karena
apabila wewenang lebih besar
dari tanggung jawab, tidak mus-
tahil timbul kecenderungan ber-
tindak sewenang-wenang, apabi-
la tanggung jawab tidak dibare-
ngi oleh wewenang, mungkin sa-
ja timbul keragu-raguan dalam
bertindak; mutlak perlu memeli-
hara akuntabilitas setiap tindakan
pejabat pemerintahan.

3. Disiplin kerja. Kedisiplinan ker-ja
tidak hanya dilihat dari ba-
nyaknya kehadiran, tetapi juga
pada sikap mental dan periiaku
yang dikembangkan agar ber-
sifat positif.

4. Kesatuan  komando. Untuk
menghindari adanya kebingu-
ngan dikalangan bawahan, pe-
nerapan prinsip ini berarti bah-wa
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setiap orang hanya mene-rima
perintah dari satu orang saja
yaitu atasannya langsung,
biasanya diterapkan dengan
pendekatan “satu langkah ke
bawah”.

Kesatuan arah. Organisasi di-
ciptakan sebagai wahana un-
tuk mencapai tujuan dan ber-
bagai sasaran yang telah dite-
tapkan sebelumnya. Kegiatan
apapun yang dilakukan dalam
dan oleh suatu organisasi, ha-
rus diarahkan pada pencapai-
an tujuan dan berbagai sasa-
ran yang telah ditetapkan ter-
sebut. Prinsip tidak boleh terlu-
pakan, karena dapat berakibat
pada terjadinya berbagai ma-
cam pemborosan.
Menempatkan kepentingan pri-
badi di bawah kepentingan
umum. Sesuai dengan peran
pemerintahan desa sebagai
pelayan masyarakat, maka
melalui pemenuhan kepenti-
ngan umum itu pula kepenti-
ngan pribadi akan terjamin.
Imbalan. Prinsip ini mengacu
pada setiap orang yang me-
nyumbangkan tenaga, penge-
tahuan, keterampilan dan wak-
tunya bagi organisasi berhak
menerima imbalan. Dengan
demikian yang bersangku-
tan/abdi masyarakat tersebut
dapat mencurahkan perhatian,
tenaga dan waktunya kepada
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10.Keteraturan.

pelaksanaan tugas

dipercayakan kepadanya.
Pola sentralisasi dan desentra-
lisasi. Pola ini pada dasarnya
menyangkut pola pengambilan
keputusan, harus jelas apa-apa
yang akan diputuskan secara
terpusat ataukah didelegasikan
kepada pejabat ditingkat bawah.

Rentang kendali. Berkaitan de-
ngan pengendalian yang efektif
bagi organisasi, perlu ditekankan
bahwa setinggi apapun kemam-
puan seorang pemimpin, ke-
mampuan tersebut tetap terba-
tas, sehingga rentang kendali ha-
rus diperhatikan. Pembatasan
rentang kendali yang tepat ialah
yang didasarkan pada persepsi
bahwa apabila jenis pekerjaan
yang dilakukan oleh para bawa-
han bersifat teknikal, mekanistik,
repetitif atau rutinistik, rentang
kendali dapat semakin jauh. Se-
baliknya, bila sifat tugas peker-
jaan yang harus dilakukan oleh
para bawahan rumit, tidak iek-
nikal, tidak mekanikal dan tidak
rutinistk melainkan menuntut
inovasi dan kreativitas yang
tinggi, rentang kendali menjadi
semakin pendek.

Keteraturan diarti-
kan sebagai kegiatan teknikal
seperti pengelolaan sarana dan
prasarana serta ketera-turan
sosial yang tertuang da-lam
tindak tanduk dan perilaku yang

yang
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mendorong efisiensi,
efektivitas dan produktivitas
kerja.

11.Perlakuan yang adil. Kesetiaan
dan dedikasi anggota organi-
sasi/pemerintahan desa akan
lebih besar apabila mereka
merasa diperlakukan secara
adil oleh atasan. Keadilan itu
mencakup berbagai bentuk
perlakuan organisasi terhadap
para anggotanya seperti dalam
hal pemberian imbalan, pe-
nempatan, promosi, pengem-
bangan karier dan bahkan juga
dalam pengenaan sanksi di-
siplin.

12.Stabililas kekaryaan. Merupa-
kan jaminan bahwa seseorang
tidak akan diberhentikan dari
pekerjaan dan jabatannya tan-
pa alasan yang betul-betul ku-
at serta tidak timbul keinginan
kuat dikalangan para anggota
organisasi untuk pindah ke pe-
kerjaan yang lain karena ke-
tidakpuasan yang dialami da-
lam organisasi.

13.Prakarsa. Prakarsa dalam ling-
kup organisasi perlu senan-
tiasa dikembangkan dalam se-
tiap anggotanya untuk senan-
tiasa mencari dan menemukan
cara-cara yang dipandangnya
paling efektif untuk menye-
lesaikan tugas pekerjaannya
tanpa menyimpang dari pola
dan mekanisme yang telah
ditetapkan. Maka bawahan
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perlu diberi kesempatan untuk
berpendapat dan juga mengemu-
kakan saran dalam rangka pe-
ngambilan keputusan terutama
yang berkaitan dengan dirinya.

14.Jiwa korsa. Prinsip ini didasarkan

pada pendapat bahwa kelompok
kerja yang bersatu padu akan
bekerja secara efektif dan pro-
duktif karena semangat kebersa-
maan terus ditumbuhsuburkan,
solidaritas semakin kokoh, serta
berbagai konflik yang mungkin
timbul terselesaikan sehingga ti-
dak ada pihak yang merasa diru-
gikan.

Selain mengacu pada prinsip-

prinsip diatas, menganalisa permasa-

5. Interaksi berlangsung seca-
ra rasional dan obyektif.
Dengan kata lain, dalam
menjalankar  tugasnya, aparatur
pemerintah tidak berorientasi kepa-
da kekuasaan. Disamping hal-hal
tersebut di atas, dalam menentukan
dan memilih tipe dan struktur orga-
nisasi yang tepat, harus pula diper-
hitungkan :

1. Pentingnya koordinasi yang me-
rupakan upaya sadar untuk me-
nyatukan gerak langkah semua
satuan kerja yang terlibat dalam
penyelesaian tugas organisasi.
Koordinasi akan terlaksana de-
ngan baik apabila prinsip fung-
sionalisasi diterapkan dengan

lahan riil yang muncul, pemerintahan
desa semestinya berorientasi pada
pelayanan. Menurut S.P. Siagian
(2001) sikap dan perilaku yang seyog-
yanya dilakukan oleh pemerintahan
desa yaitu :

1. Dasar hukumnya jelas. Dalam
setiap tindakan (keputusan
dan peraturan) yang dijalan-
kan harus mengacu pada hu-
kum yang jelas (tertulis).

2. Hak dan kewajiban warga ne-
gara dalam hal ini masyarakat
desa yang dilayani dinyata-
kan secara terbuka

3. Bentuk akhir pelayanan di-
ketahui dan disepakati ber-
sama,

4. Pelayanan diberikan de-ngan
cermat, akurat, dan ramah,
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baik. Dalam menyelesaikan pe-
kerjaan, yang bertindak selaku
koordinator adalah pimpinan sa-
tuan kerja yang secara fungsio-
nal paling bertanggung jawab
atas terselesaikannya tugas ter-
sebut. Koordinasi sering tidak
berjalan dengan baik karena
adanya persepsi yang kurang
tepat di kalangan pihak-pihak
terkait yang tunduk pada koor-
dinasi pihak lain. Agar koor-
dinasi berjalan dengan baik ma-
ka unsur-unsur yang harus ada
da-lam aktivitas tersebut yaitu :
a. Pengaturan

b. Sinkronisasi

c. Kepentingan bersama

d. Tujuan bersama (Inu

Kencana Syafiie dkk, 1999)
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2 Pendekatan kesisteman, yaitu or-
ganisasi dipandang, diperlakukan
dan digerakkan sebagai suatu ke-
satuan. Pendekatan ini penting ka-
rena dalam kenyataan membukti-
kan bahwa suatu organisasi mo-
dern termasuk organisasi pemerin-
tah negara tidak ada satu tugas
pun yang dapat diselesaikan seca-
ra tuntas dan baik hanya oleh satu
satuan kerja tertentu, apalagi oleh
seorang karyawan saja. Dalam ru-
mus administrasi disebutkan bah-
wa hasil pekerjaan suatu organissi
sebagai keseluruhan lebih besar
dari hasil yang mungkin dicapai
oleh masing-masing satuan kerja
yang bekerja sendiri-sendiri.

Dengan langkah—langkah ter-
sebut, pemerintahan desa dapat
mengoptimalkan kinerja Badan Per-
musyawaratan Desa untuk meng-
akomodasi gagasan-gagasan yang
muncul dari masyarakat (Public).

Untuk mendukung kinerja orga-
nisasi, pemerintahan desa perlu me-
nyusun langkah-langkah strategis
yang dibuat secara jelas dan tertulis
dalam lembaran kesepakatan ber-
sama antar aparat pemerintahan desa
itu sendiri. Adanya kesepakatan terse-
but dapat menumbuhkan komitmen
yang kuat. Komitmen inilah yang
dapat digunakan sebagai alat untuk
mempertanggungjawabkan kinerja
pemerintahan desa selain aturan
resmi yang telah ada.

Penutup

Kondisi riil di tingkat pemerin-
tahan desa dengan berbagai per-
masalahan kinerja yang ada harus
segera mendapatkan penanganan
serius agar tidak menjalar pada ge-
nerasi pamong desa berikutnya.
Setidaknya ada tiga hal yang harus
dilakukan agar perbaikan kinerja
pemerintahan desa berhasil.

Pertama, mengupayakan ke-
naikan tunjangan untuk para pa-
mong agar citra para pamong juga
meningkat. Banyak kasus yang ter-
jadi dalam manajemen, dengan me-
naikkan upah/tunjangan akan ber-
banding lurus terhadap peningkatan
kinerja. Diakui atau tidak, citra su-
atu profesi kadang juga berbanding
lurus dengan pendapatan yang di-
peroleh. Selama ini pendapatan ke-
pala desa dan pamong desa ber-
sumber dari bengkok (tanah kas
desa). Besaran dan perbandingan
hak mengelola tanah bengkok an-
tara kepala desa, sekretaris desa,
dan pamong desa bervariasi antar-
desa. Dengan pendapatan yang ja-
uh dari kelayakan hidup itu citra
pamong desa sulit terangkat. Insen-
tif yang rencananya akan dikucur-
kan kepada kepala desa dan pa-
mong desa yang besarnyd same
dengan UMK diyakini banyak pihat
akan menaikkan citra pamong
desa.

Kedua, meningkatkan kuali
tas sumber daya manusia pamon
desa itu sendiri. Jika tunjannga
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sudah dinaikkan, citra pamong desa
berhasil ditingkatkan, akan lebih mu-
dah untuk menjaring calon pamong
desa yang berkualitas. Pamong desa
harus diisi dengan tenaga muda yang
energik, penuh cita-cita, dan berpen-
didikan. Proses perekrutan pamong
desa ha-rus transparan dan jauh dari
nuansa KKN (kolusi, korupsi, dan
nepotisme). Hal ini berguna pula un-
tuk merubah citra negatif birokrasi
pemerintahan. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia dapat pula
dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan yang bertujuan meningkat-
kan kinerja pemerintahan desa harus
sesering mungkin dilakukan., khusus-
nya yang berhubungan dengan tekno-
logi untuk membantu meringankan
pekerjaan bagi pamong desa. Misal
dalam pembuatan data base.

Ketiga, meningkatkan kualitas
pengawasan agar mekanisme organi-
sasi pemerintahan desa dapat berja-
lan lancar. Jajaran pemerintah keca-
- matan dan pemerintah kabupaten ha-
rus diberi wewenang dan berani me-
nindzak para kepala desa dan pamong
desa yang terindikasi melakukan tin-
dak pidana korupsi ataupun yang ter-
bukti melakukan kesalahan yang me-
langgar norma masyarakat. Pengawa-
San yang berfungsi dengan baik dapat
mendeteksi dan mengecek tiap ke-
giatan yang dilakukan pemerintahan
desa, apakah telah mencapai hasil
yang direncanakan ataukah justru ada
penyimpangan. Dengan demikian,
berbagai kebijaksanaan dapat dianti-
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sipasi agar tidak melanggar aturan
hukum dan moral yang berlaku di
masyarakat.
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